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Abstraksi

Di antara persoalan besar hukum sosial yang banyak menyita perhatian para ahli
sejak dahulu adalah massalah wanita. Islam memandang wanita memiliki banyak
keistimewaan dan lebih unggul dibandingkan laki-laki. Di dalam Al-Qur’an telah
banyak memberitahukan kepada kita semua tentang kedudukan wanita dan
emansipasinya dengan kaum laki-laki. Wanita memiliki esensi dan identitas yang
sama dengan laki-laki. Bahkan satu surat di dalam Al-Qur’an mengandung nama
perempuan yakni surat “An-Nisa“. Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang
paling berhak untuk dihormati dan didahulukan, beliau menjawab “ibumu! ibumu!
ibumu! kemudian ayahmu®. Begitu mulianya seorang wanita di dalam pandangan
Islam. Sebagaimana seorang pria, wanitapun menjadi obyek perintah-perintah
hukum syari at. Pahala diperuntukkan bagi siapa yang beramal dengan ikhlas dan
sempurna. Rasulullah saw diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Akan
tetapi, hal ini tidak menghilangkan adanya pembedaan antara pria dan wanita
dalam beberapa hak, karena perbedaan dasar hak-hak tersebut.
Wanita adalah saudara kandung pria. Hikmah syariinya, Allah swt telah
mengangkat anak Adam as sebagai khalifah di muka bumi dan untuk
memakmurkannya berdasarkan syari at-Nya. Kemudian, diciptakan dari jiwanya
wanita yang dapat membantunya menunaikan misi penting tersebut.
Pemakmuran bumi ditugaskan kepada manusia yang terdiri dari laki-laki dan
wanita. Penjabaran tugas ini dapat dilihat dalam uraian figih Islam yang begitu
cermat sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaan manusia.

A. PENDAHULUAN

Islam tidak mengenal diskriminasi
atau  penganakemasan terhadap satu
golongan tertentu. Semua orang memiliki
kedudukan yang sama di hadapan Allah,
baik  laki-laki  maupun  perempuan.
Adapaun yang membedakan adalah tingkat
keimannya. Di dalam dunia Islam, wanita
memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan

kelak ketika di surga, wanita dunia yang
beriman lebih baik dan lebih cantik
daripada bidadari. Sebab, tidaklah sama
antara orang Yyang bekerja keras,
beribadah, dikenai taklif (tugas kewajiban)
serta musibah atau ujian yang harus
dihadapi dengan makhluk yang diciptakan
khusus untuk menghuni surga tanpa harus
menghadapi semua itu.
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Tidak hanya laki-laki yang bisa
meraih derajat tinggi di akhirat. Kaum
wanitapun juga bisa meraih prestasi
gemilang itu, bahkan beberapa di
antaranya  bisa mencapai  tingkatan
sempurna sehingga surgapun merindukan
kehadiran mereka.

Dalam kehidupan bermasyarakat,
seorang perempuan terkadang
mendapatkan diskriminasi dan anggapan
sebelah mata atas dirinya. Diskriminasi
dapat terjadi baik dalam kehidupan
pekerjaan, keluarga (antara suami dan
istri), hingga kehidupan yang dilaluinya
dalam masyarakat. Dengan adanya
diskriminasi inilah maka kemudian banyak
pihak  terutama  perempuan  sendiri
menyadari pentingnya mengangkat isu hak
perempuan sebagai salah satu jenis hak
asasi manusia yang harus dapat diakui dan
dijamin perlindungannya.

Salah satu ilmu pengetahuan
penting dalam Islam adalah kajian figih
Islam yang mempresentasikan hukum-
hukum  syari'at  kehidupan.  Sejauh
manakah hak-hak wanita tertuang dalam
aturan-aturan Figih Islam? Bidang-bidang
apa saja yang menjadi hak-hak wanita
dalam Fiqgih Islam?

B. PEMBAHASAN
1. Hak-hak Wanita
Dalam bahasa Arab lafal < Hak”

berasal dari kata : li> — &= — 3> Yang

berarti nyata,pasti dan tetap’ Sedangkan
Menurut Mushtafa Az-Zarqa’, hak ialah :

LSS5l dlally g3ad) 4 33a) oliazs)

1 A.W.Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-
Indonesia  Terlengkap, Pustaka  Progressif,
Surabaya, hIm.282.
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“Suatu fasilitas yang ditetapkan oleh syara’
sebagai kekuasaan atau beban hukum.”?

Sedangkan menurut Abdul Madjid,
hak ialah :

s ol Leyd el (Sa pobais!
Exidl Bl aue wie ¢ LauYly S padlly

“Kekhususan terdapat pemilik suatu
barang menurut syara’ untuk bertindak
secara bebas bertujuan  mengambil
manfaatnya selama tidak ada penghalang

syar’i.”3

Sinonimnya shahha wa tsabata wa
shadaqo ( sah, tetap, pasti, dan benar ).*

Dalam definisi di atas,
dikemukakan bahwa hak itu adalah suatu
ikhtisas, yakni hubungan khusus dengan
orang tertentu, seperti hak penjual untuk
menerima harga barang, yang khusus
dimilikinya (penjual), atau hak pembeli
untuk menerima barang yang telah
dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya
dan tidak dimiliki oleh orang lain. Apabila
tidak ada hubungan khusus dengan
seseorang, melainkan kebolehan secara
umum, seperti berburu, atau memanfaatkan
jalan umum, maka hal itu tidak disebut
sebagai hak, melainkan rukhsah yang
berlaku secara umum untuk semua orang.’

Definisi di atas juga menyebut
bahwa hak itu merupakan kekuasaan atau
beban. Kekuasaan adakalanya kekuasaan
terhadap orang, seperti hak hadhanah dan
hak perwalian. Adakalanya kekuasaan atas

2 DRS. H. Ahmad Wardi Muslich,Figh Muamalat,
AMZAH, Jakarta, 2010, HIm.21.

® Abdul Madjid, pokok-pokok figh mu’amalah dan
hukum kebendaan dalam islam, him.36.

* Op.Cit, him.19.

> Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu,
Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986, HIm. 9.
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sesuatu barang tertentu, seperti hak milik
tanah,rumah, atau lain-lain. Taklif pula
adalah suatu kewajiban yang berhubungan
dengan mal seperti melunasi hutang, atau
berkaitan dengan mewujudkan tujuan
tertentu, seperti pelaksanaan pekerjaan
oleh seorang tenaga kerja.®

Definisi di atas juga menyatakan
hak itu ditetapkan oleh syara’. Hal ini
dikarenakan dalam pandangan Islam, hak
itu adalah anugerah atau pemberian dari
Allah yang disandarkan kepada hukum
syara’. Dengan demikian, sumber hak itu
adalah dari Allah’

Hak asasi perempuan, adalah hak
yang dimiliki oleh seorang perempuan,
baik karena ia seorang manusia maupun
sebagai seorang perempuan, dalam
khasanah hukum hak asasi manusia dapat
ditemui pengaturannya dalam berbagai
sistem hukum tentang hak asasi manusia
Dalam pengertian tersebut dijelaskan
bahwa pengaturan mengenai pengakuan
atas hak seorang perempuan terdapat
dalam berbagai sistem hukum tentang hak
asasi manusia. System hukum tentang hak
asasi manusia yang dimaksud adalah
system hukum hak asasi manusia baik
yang terdapat dalam ranah internasional
maupun nasional.

HAM adalah hak-hak dasar yang
dimiliki oleh manusia, sesuai dengan
kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut
pendapat Jan Materson (dari komisi HAM
PBB), dalam Teaching Human Rights,
United Nations sebagaimana dikutip
Baharuddin Lopa menegaskan bahwa
HAM adalah hak-hak yang melekat pada
setiap manusia, yang tanpanya manusia
mustahil dapat hidup sebagai manusia.

® Ibid
" 1bid

John Locke menyatakan bahwa
HAM adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta
sebagai hak yang kodrati. (Mansyur
Effendi, 1994). Dalam pasal 1 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakekat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia”

Hak asasi Perempuan merupakan
bagian dari Hak asasi manusia. penegakan
hak asasi perempuan merupakan bagian
dari penegakkan hak asasi manusia. Sesuai
dengan komitmen internasional dalam
Deklarasi PBB 1993 , maka perlindungan,
pemenuhan dan penghormatan hak asasi
perempuan adalah tanggung jawab semua
pihak baik lembaga-lembaga Negara
(eksekutif, legislatif, yudikatif ) maupun
Partai politik dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara
secara perorangan punya tanggung jawab
untuk melindungi dan memenuhi hak asasi
perempuan .

2. Fiqgih Islam
Term figh yang diderivatkan dari
fagiha — yafgohu wa fighan secara

etimologi adalah: “Pengetahuan dan
pemahaman tentang sesuatu”. Sedangkan
secara  terminologis, para  fugoha
memberikan beberapa definisi:

Ada yang mengartikan figih dengan
pengetahuan tentang hukum-hukum syara
yang diperoleh dengan ijtihad. Ada pula
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yang mengatakan bahwa figih adalah ilmu
tentang hukum-hukum syara™ yang bersifat
prkatis dengan cara pencarian dalil.
Pendapat yang lebih masyhur adalah yang
mengartikan fiqih sebagai hukum-hukum
syara yang bersifat praktis yang diperoleh
dengan cara pencaroan dalil.

Ada empat unsur utama yang
terkandung dalam tiga definisi tersebut:

a. llmu ini berbicara tentang hukum
syara, sehingga selain cabang ilmu ini
tidak dapat disbeut dengan figih.

b. Hukum syara tersebut berkaitan

dengan perbuatan orang mukallaf yang
bersifat praktis dan konkret, sehingga
perbuatan manusia yang abstrak tidak
termasuk wilayah kajian figih. Hal
inilah yang dimaksud dengan wilayah
otiritas  ijtihad  manusia,  yaitu
perbuatan manusia yang konkret,
sedangkan perbuatan yang abstrak hal
ini menjadi wilayah otoritas Tuhan,
sebagaimana pernyataan fugqoha:
Kami hanya mentepkan hukum
dengan tanda-tanda konkret (saja) dan
Allah yang menghukumi dengan
tanda-tanda abstrak”.

c. Pengetahun itu diperoleh dengan cara
ijtihad atau istidlal, yaitu mencurahkan
segala potnesi dan kesempatan dalam
rangka mencapai kesimpulan hukum
yang diderivatkan dari  sumber
pokoknya. Dengan kata lain, bahwa
ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh
orang-orang yang sudah mencapai
kualifikasi mujtahid, bukan sembarang
orang atau dengan cara main-main
saja.

d. Bahwa sumber-sumber hukum
tersebut sudah terperinci menurut
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cabangnya masing-masing, baik yang
bersifat gath’i maupun zhanni.?
3. Hak-hak wanita dalam Fiqgih Islam

Islam adalah agama yang abadi,
penutup semua agama. Karakterisitik Islam
— di antaranya- adalah menyeluruh dan
moderat. Islam memberikan hak kepada
setiap orang yang berhak menerimanya.
Wanita tidak mendapat perlindungan sejak
masa kecil sampai mati melainkan dalam
naungan agama Islam.

Wanita adalah individu masyarakat
muslim yang berhak bersenang-senang
dengan ruh dan jasad. Laki-laki dan
perempuan memiliki hak yang sama.
Bertolak dari sinilah, muncul hadis tentang
keharaman terhadap darah, harga diri,
harta benda dan kemuliaan dengan lafaz
yang umum.

Sebagaimana  laki-laki  adalah
pemimpin dan akan dimintakan pertang-
gungjawabannya, maka wanita juga
pemimpin di rumah suaminya dan akan
dimintakan pertanggung jawabannya pula
atas kepemimpinannya, atas anak-anaknya
dan agamanya. Wanita mendapat pahala
dan balasan atas amal pebuatannya, disiksa
dan ditanya perihal kesalahan-
kesalahannya.

Wanita memiliki kebebasan secara
penuh terhadap hak kepemilikan dengan
segala cara yang dibolehkan dan memiliki
hak secara penuh delam mengungkapkan
pendapat ketika diminta menyampaikan
pendapat. Wanita juga berhak untuk
menuntut haknya jika merasa dilanggar.
Secara keseluruhan, Islam telah menjamin
hidup mulia dan tenang bagi laki-laki dan
perempuan tanpa ada perbedaan antara

& Abdul Mughits, Kritik Nalar Figih Pesantren,
Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008. Hal.
32-34
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keduanya. Masing-masing mereka saling
melengkapi. Hanya saja pria lebih tinggi
satu tingkatan di atas wanita, yaitu
tingkatan kepemimpinan yang harus
diemban untuk mensukseskan kehendak
mereka  berdua. Semua itu tidak
merendahkan hak wanita dan mengurangi
kemuliaannya, bahkan mengangkat
kedudukannya dan menempatkannya di
tempat yang layak.’

Beberapa contoh hak-hak wanita
yang tertulis dalam buku-buku figih para
ulama mazhab di antaranya adalah:

a. Hak Shalat Berjamaah

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H),
salah satu ulama di kalangan mazhab
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya
Asna al-Mathalib Syarah Raudh Al-Thalib
sebagai berikut:

Jr sl ) Asledl gl (Lod pnyd s

“kaum wanita tidak wajib melakukan
shalat berjamaah akan tetapi

disunnahkan”.*°

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanabilah
menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-
Qinna’ sebagai berikut :

sludd dclozl! i 9

“Disunnahkan shalat berjamaah bagi

wanita”. 1

% Ali Al-Hajjaj al-Ghamidi, Fikih Wanita (Dalil al-
Mar ah al-Muslimah), terjemah Ahmad Syarif,
Solo: Agwam, 2015, cet ke-7, hal. Xxiv-xxv

10 Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-
Mathalib Syarah Raudh al-Thalib, Beirut: Dar al-
Kutub al-Thayyibah, 1422 H. jilid 1 hal. 209

' Manshur bin Yunus Al-Buhuti, Kasysyaf Al-
Qinna', Kairo: Dar al-Kutub al-"lImiyyah, 1423 H',
jilid 1 hal. 456

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah
menuliskan dalam kitabnya Badai' al-
Shanai' fi Tartib al-Syarai' sebagai berikut:

clebamdl JI oz ops oM cluddl (Lol

-

.
-
.‘Luﬁ

“(Adapun) wanita (dilarang menghadiri
jama’ah di masjid) dikarenakan keluarnya
mereka  untuk  menghadiri  jama’ah
dianggap sebagai suatu fitnah

(mendatangkan kemadhorotan)”.*?

Al-Marghinani (w. 593 H), salah
satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah
Syarah Bidayat al-Mubtadi sebagai
berikut:

oledd) gay cleledl Honm o 85509
anall Bgs (e b U e
“Perempuan dimakruhkan menghadiri

jamaah, yaitu para pemudinya karena

ditakutkan akan timbul fitnah . **

Al-Hashkafi (w. 1088 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Durr al-
Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar sebagai
berikut:

desy daez) 9ly Aclez)l (o j94an 0,S0g

Lilhae lac g
perempuan  dimakruhkan  menghadiri
jamaah walaupun untuk shalat jumat,

2 *Alau al-Din al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi
Tartibi As-Syarai', Dar al-Kuttab al-"Arabiy, 1433
H, jilid 1 hal. 155

B3 Ali bin Abu Bakr al-Marghiyani, Al-Hidayah
Syarah Bidayatu Al-Mubtadi, Beirut: al-Maktabah
al-Islamiyyah, 1420 H i, jilid 1 hal. 58
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shalat ied atau untuk mendapatkan
nasihat, secara mutlak.**

Muhammad bin Abdullah al-
Khurasyi (w. 1101 H), salah satu ulama di
kalangan mazhab Malikiyah menuliskan
dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Khalil
sebagai berikut:

sl ¥ (@ A | Wlmield g 3eom 4l
wall Ble JI s o Lyl
o Wlmie Ll (2yill 5oy eliwinly
o oded alezmlly Lae Jlaydl ol aladiy
Algdl @ LS aaill 4SS Yy sl

i o Bladl bazs Glsx 3o
¥ LBy Ldal Slizs Lnydll § el

sl cdiail ol ple (udlmes S
“Bahwasanya boleh bagi seorang wanita
yang telah senja usianya dan tidak
menarik perhatian lelaki untuk keluar
guna menjalankan Shalat ied, istisqa’ dan
terlebih lagi untuk Shalat fardlu, adapun
untuk wanita yang telah senja usianya
tetapi masih menarik perhatian lelaki
secara umum maka ia (diperbolehkan) ke
masjid tetapi tidak sering demikian yang
terdapat dalam riwayat ini, sedangkan
untuk wanita muda boleh ke masjid untuk
menunaikan Shalat fardlu dan menghadiri
jenazah keluarga serta kerabatnya. Namun
(tidak diperbolehkan ke masjid) untuk
menghadiri ~ majlis  ilmu  meskipun

- . . 2 15
menjadikan ia terasingkan”.

¥ Muhammad bin Ali Al-Hashkafi, Al-Durr al-
Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, Dar al-Kutub al-
“llmiyyah, 1423 H, jilid 1 hal. 77

> Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, Syarh
Mukhtashar Khalil, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 2
hal. 35
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Al-Dardir (w. 1241 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Malikiyah
menuliskan dalam kitabnya al-Syarhu al-
Shaghir sebagai berikut:

Gyl (WA shal (2955) 36 (5(
4 laall o hal (a2id) L JizsY
sy BT BB (uasd) 955 ()
5B G (weaalls cuyddl Blas 352&015
(4 Gz 3 Jo vk ¥5) Lol s (s
ks Bl Lak 315850 v;.%}t ;:;i

Glad #5551 4F S S 2sial
“Wanita  yang  telah  lanjut  usia
diperbolehkan keluar menuju masjid untuk
menunaikan shalat jama’ah, sebagaimana
boleh keluar untuk menunaikan shalat
‘led, istisqa, kusuuf (gerhana) dan shalat
janazah. Dan dibolehkan pula bagi
perempuan yang masih muda untuk pergi
ke masjid dalam rangka menshalatkan
janazah  keluarganya apabila tidak
dikhawatirkan timbulnya fitnah
(mudharat) sedangkan dalam rangka
menshalatkan janazah suaminya maka
tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut
untuk menunaikan shalatnya di masjid,
sebab hal tersebut menjadi larangan
baginya, sedangkan bagi wanita yang
dikhawatirkan akan timbulnya fitnah
(mudharat) baginya maka secara mutlak
tidak diperbolenkan  keluar  menuju
masjld”.16

Muhammad ‘lllisy (w. 1299 H),
salah satu ulama di kalangan mazhab

1 Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir , Al-Syarhu
al-Shaghir, Beirut: Dar al-Fikr, tt
jilid 1 hal. 446
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Malikiyah menuliskan dalam kitabnya
Manhu al-Jalil Syarh 'Ala Mukhtashar
Khalil sebagai berikut:

ol ¥ (Ul=) Bl (zoy) Sl (o
Ble (5 xe) Bo (J) WLE Led Jlayll
Lelal B3lizly go¥l oyally (cliwdwl)
o Mol Led Jlapdd oyl ¥ (a1 Al
Blimly ,Sdly pdadl udl=ly 83 W
2 (BLa) Bl zoys sla () .Y
o M ¥y Jlemlly oldd! § aayls
2o el Slglall (azad) Shol ¢gid
pus boydy Lalhds Lol Blinty delocel
e [ VPRIPVES I SR PRRETAS PR |

p:.bs Y Qij Leld £59) Q By Qb
Es5 e Lgale Gyl 09S5 Oly Syl

s> ¥y Buwall
“Boleh bagi seorang wanita yang telah
senja usianya dan tidak menarik perhatian
kebanyakan lelaki untuk keluar guna
menjalankan  Shalat ied, istisqa’dan
terlebih lagi untuk Shalat fardlu dan
menghadiri janazah keluarganya,
sedangkan untuk wanita yang telah senja
dan tidak menarik perhatian lelaki sama
sekali (diperbolehkan) untuk keluar (ke
masjid) seperti yang telah disebutkan,
untuk menghadiri majlis ilmu dan dzikir
dan untuk menghadiri jenazah orang lain
sedangkan bagi pemudi vyang tidak
menampakkan sifat muda dan
kecantikannya diperbolehkan untuk keluar
masjid dengan syarat tidak memakai
wewangian dan berhias, tidak takut akan
adanya fitnah, keluar dengan baju yang

biasa, tidak berdesakan dengan lelaki dan
jalannya aman dari bahaya. Apabila tidak
demikian maka tidak boleh baginya keluar

ke masjid, jika keluar maka haram”.’

Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Syafi‘iyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Hawi al-
Kabir sebagai berikut:

09 s @ BDhall o dwdl e

oLl
“Disunnahkan bagi wanita shalat di
rumah-rumah mereka bukan di masjid » 18

Al-Khatib al-Syirbini (w. 977 H),
salah satu ulama di kalangan mazhab
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya
Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :

Lo sl cudl 3 dakdly 51,1 Zoleas
sxud!|

Shalat jamaahnya wanita dirumah itu
lebih baik dari pada shalat dimasjid.*®

Al-Ramli (w. 1004 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Syafi‘iyah
menuliskan dalam kitabnya Nihayah al-
Muhtaj sebagai berikut :

S o wxmadl Aoler Heas L ySoo
Les Bladin p& ol e ol § 8l Bldu

R PSP EPRU VP
“Dimakruhkan  baginya (wanita) ikut

Shalat berjamaah di masjid jika
dikhawatirkan ~ menimbulkan  syahwat

Y7 Muhammad bin Ahmad ‘lllisy, Manhu al-Jalil
Syahr 'Ala Mukhtashar Khalil, Beirut: Dar al-Fikr,
tt, jilid 1 hal. 373

8 Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir,
Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H, jilid 2 hal. 163

¥ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-
Muhtaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H

, Jilid 1 hal. 230
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walaupun memakai pakaian yang jelek,
atau tidak menimbulkan syahwat tapi
mengenakan perhiasan atau
wewangian”.

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanabilah
menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-
Qinna’ sebagai berikut :

Jdl delen sgan o 7los
Diperbolehkan bagi wanita menghadiri
jamaah dimasjid .24\

20

b. Hak Menentukan Pilihan Calon
Suami Pendamping

Ibnu Taimiyah berkata dalam
kitabnya “Majmu’ Fatawa™:

ligd o8l LralS ae Loy Lly"

S5t od dily . Jsdally JgusSll cilliee
Leb Yl Syla) of ao e Ly of Ledsd
orayi ¥ ol ol ¢ ol ol « plab e Yy
oo Bpblasy Anislie e LaySs CinSs .
8,5 (o Bydlaay o ) diasle 6)SS

C dayg Bage (il on Jax 48 dlly
Laogais o Lsady a Y| oy ¥ (IS 1300
"!!éU.SéELe})géaj.sisﬁ‘m

“Mengawinkan (anak wanita) untuk
menikah padahal dia tidak menyukainya
bertentangan dengan ushul dan akal yang
sehat. Demi Allah, seorang wali tidak
boleh memaksa anak putrinya untuk

% Muhammad bin Ahmad Syihabuddin al-Ramli,
Nihayatul Muhtaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1984, cet ke-
1, jilid 2 hal. 140

21 Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna’, jilid 1 hal. 456

616 | Hak-hak Wanita dalam Figih Islam ...

menjual, mengupahi kecuali dengan
izinnya, begitu pula untuk makan, minum
atau pakaian yang dia tida inginkan.
Bagaimana muungkin wali dibolehkan
memaksanya untuk sebuah kerelaan
menyerahkan  kehormatan diri  dan
hubungan privasi dengan orang yang dia
tidak sukainya. Padahal Allah menjadikan
cinta dan kasih sayang di antara kedua
pasangan (suami dan istri) yang tidak
mungkin bisa dicapai pada hubungan yang

saling membenci dan menjijikannya”.?

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah
menuliskan dalam Kkitabnya Al-Mabsuth
sebagai berikut :

eldg cclali) LegSuwr Sbilgyll pan 3
Jeds Lo csSall (g boya Lalsy &1 e
adile &1 goy W Loyl 4y A1 Liny e
Lol selll Jgmay L el - Lo oLl ) -
ale dll o - Jlad oSudd i

>>LAL¢) LQ:3S“"'PJ""3
Dalam beberapa riwayat - diamnya
seorang perempuan adalah keriadhaannya
-, dengan begitu maka ridhanya seorang
perempuan adalah syarat, dan diamnya
seorang perempuan itu ridhanya, maka
cukup bagi nya secara syar’i seperti
riwayat dari  ‘Aisyah  Radhiyallahu
‘anha.®

As-Sarakhsi (w. 483 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah

22 Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Majmu’
al-Fatawa, Saudi Arabia: Majma’ Malik Fahd,
1995, cet ke-1, hal. 32/25

# Muhammad bin al-Hasan As-Sarakhsi, Al-
Mabsuth, jilid 4 hal. 19
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menuliskan dalam kitabnya Al-Mabsuth
sebagai berikut :

1305 (DB Lap 2o8iL6 &1 U550 £33
Lele 388 Lot Eo&ils 4l U250 55
Joyi M EY (Ui 1 Ul Lagil Lagh
Ll e Sd 3l BHAE L e

g W ¥4y Mgk Zi€ Ll

Lele gl
seorang laki-laki  menikahkan anak
perempuannya kemudian dia tidak ridha)
(dia berkata) : jika seorang laki-laki
menikahkan anak peempuannya kemudian
si anak tidak ridha, kemudian saudara
laki-lakinya dan ayahnya bersaksi tentang
keridhaannya, maka dia tertolak, karena
ayahnya yang berkehendak. %*

Ibnul Humam (w. 681 H), salah
satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah
menuliskan dalam kitabnya Fathul Qadir
sebagai berikut :

dI & Ble Gdi ) Sdad ¥ &1
L O G8 Gle il ety (g
8 Lot Lele SEA3 SI6 LAl olail

Bylee cubolifly Lo, 5edas &
Perawan itu tidak dilamar untuk dirinya
sendiri, akan tetapi atas putusan walinya,
lain dengan janda. Lalu ketika dia berhak
atas dirinya dan lamaran jatuh ditangan

walinya, maka walinya wajib meminta
pendapat si wanita, maka tidak boleh

 As-Sarakhsi, Al-Mabsuth, jilid 5 hal. 35

dinikahkan begitu saja sebelum jelas
keridhaannya terhadap si pelamar.?®

Malik bin  Anas (w. 179 H),
menuliskan dalam kitabnya Al-
Mudawwanah Al-Kubra sebagai berikut :

o1 i 2] L, s il o1 21
Sl e am day v My Ll oy
sl s Yy ) e s ¥ 1)L SY A
wil g MY el wie K1 el

dolls euey ainl G5 piuall dial g5 S

el
Bab: Ayah menikahkah anak
perempuannya tanpa keridhaannya Ibnu
Al-Qasim mengatakan: Bagaimana
pendapatmu tentang perempuan yang
selalu menolak laki-laki, apakah dia harus
dipaksa untuk menikah atau tidak? Imam
Malik menjawab: Tidaklah dia dipaksa
untuk menikah, dan tidak pula seorang pun
boleh memaksa seseorang untuk menikah.
Kecuali seorang ayah, dia boleh memaksa
anak perempuannya yang masih bikr, atau
anak laki-lakinya yang masih kecil, atau
budak perempuannya, atau budak laki-
lakinya. Begitu juga seorang wali boleh
menikahkan ~ anak  yatim  dibawah
tanggungannya. . 2

Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Syafi‘iyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Hawi Al-
Kabir sebagai berikut :

% Muhammad bin Abdul Wahid bin Humam,
Fathul Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 3 hal. 262
% Malik bin Anas, Al-Mudawwanah Al-Kubra, jilid
2 hal. 100
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bagi wanita-wanita bikr dibagi menjadi
dua keadaan yaitu ketika mereka masih
bersama dengan ayah mereka dan ketika
bersama dengan wali-wali selain ayah
mereka. maka ketika mereka bersama
dengan ayah mereka ini juga dibagi
kembali menjadi dua: bikr sighar (yang
belum baligh) dan bikr kibar (yang sudah
baligh) bikr yang masih kecil atau belum
baligh itu boleh dipaksa oleh ayahnya
untuk menikah, maka sang ayah boleh
menikahkan anak perempuannya yang
masih bikr yang masih kecil tanpa harus
memperhatikan keputusannya atau
pilihannya, dan akadnya menjadi lazim
baginya selama masa kecilnya sampai ia
dewasa, begitupula bagi sang kakek dan
seterusnya, atau seseorang yang dapat
menikahkannya ketika ayahnya sudah
tiada. bikr yang sudah besar atau dewasa
maka boleh bagi ayahnya atau kakeknya
ketika tidak ada ayah untuk menikah-
kannya secara paksa seperti bikr yang
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masih kecil, untuk masalah izin kepadanya
hanya sekedar perlakuan baik dan bukan
syarat sahnya akad . %

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Syafi‘iyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu’
Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

A o0 Sl o axlly W e
Ol e Jud L3S ol col€ Spiie lals,
il b AL <ol oy LSAL 321 Jof!
LY leles Ledly sl Ledlw o
Liloso Jazmd gailly LY 036 o gmius
O ¥I Lz 935 dzelly Y1 pdd 59 Mg (i3]
Lol cuad of Lebd il Lels 03y ala
W s o Able Bl colS oL ool

oo L3k Y] Lo
Ayah dan kakek boleh menikahkan ‘bikr’
tanpa izinnya baik dia anak-anak (belum
baligh) atau sudah dewasa (sudah
baligh)...dan ini menunjukkan bahwa wali
lebih berhak atas ‘bikr’. Dan jika dia
sudah baligh maka mustahab meminta
izinnya, dan izinnya adalah diam, karena
dia malu untuk mengungkapkan secara
lisan kepada sang ayah bahwa dia
mengizinkan maka diamnya adalah izin,
dan selain ayah dan kakek tidak boleh
menikahkannya tanpa izin. Sedangkan
‘tsayyib’ yang telah hilang kegadisannya
karena jima’, jika sudah baligh dan
berakal maka siapapun tidak boleh
menikahkannya tanpa izinnya.?®

27 Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 9 hal. 52

% Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu’
Syarah Al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid
16 hal. 165
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An-Nawawi (w. 676 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Syafi‘iyah
menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-
Thalibin sebagai berikut :

2 3l Badsall Sl @i MU
ol A pldidel  cemiwdy cLed)
Lisss <Y1 Om OIS 5ld .7 U1 io (Lo
Y Lo M ol Lls...ayally Bslus
JS § SHE wlly foldl Jl § Ll Y|

lda

Seorang ayah boleh menikahkan ‘bikr’
yang masih anak-anak (belum baligh) dan
dewasa (sudah baligh) tanpa meminta izin,
dan mustahab meminta izin kepada ‘bikr’
yang sudah baligh. Dan jika sang ayah
menikahkannya dengan paksa maka
nikahnya sah, meskipun antara perempuan
dan ayahnya tampak permusuhan yang
jelas. Sedangkan ‘tsayyib’, maka sang
ayah tidak boleh menikahkannya tanpa
izin  ketika dia sudah baligh, dan
kedudukan kakek sama seperti ayah dalam
hal ini.”®

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H),
salah satu ulama di kalangan mazhab
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya
Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut :

Jo¥! ol ! sl &¥ell lewl ool elely
Wy (o) Jlad 4d gri uBy BaY
ol Bpdue S 4yl (m95) Ry sl
an oS o o) Wsime of Aile (a8
2 (L) (o el Bolue  Lewy

2 An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, Beirut: al-
Maktab al-Islami, 1991, cet ke-3, jilid 7 hal. 53

Leds o Lewdiy 31 cuddly s gladylll
Sl pluas Ly . «lagal Lz 95 LSl
o Ly ol e cdes clagsl Lagalive
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o uids 5,05 Bolue Loy 4y oS 13] Lol
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sesungguhnya sebab menjadi wali itu ada
empat, salah satunya karena ia adalah
ayahnya, dan telah disyari‘atkan bahwa
bagi seorang ayah untuk memaksa
anaknya untuk menikah baik ia bikr yang
masih kecil ataupun sudah besar, berakal
atau gila, tanpa izin anaknya selama
belum ada permusuhan yang nampak
antara seorang anak dan ayahnya, seperti
khabarnya daru al-quthni: tsayyib (janda)
dia lebih berhak atas dirinya daripada
walinya, dan bikr dinikahkan oleh walinya.
Dan dari riwayat mulsim: "dan bagi
seorang bikr sang ayah harus meminta izin
kepadanya" perintah dalam riwayat ini
hukumnya an-nadb, karena anaknya belum
berpengalaman dalam masalah
pernikahan dan ia sangat pemalu. Akan
tetapi, apabila ada permusuhan yang
nampak antara mereka, maka sang ayah
tidak bolen  menikahkannya kecuali
meminta izinnya tapi kalau tidak nampak
tidak apa-apa, karena ayahnya sangat
menjaga anaknya dari aib dan lainnya,
Mawardi mengambil pendapat ini secara
mutlak dan bagi Ruyani jaiz.. *

30 Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj , jilid
4 hal. 246
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Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah
satu ulama di kalangan mazhab Hanabilah
menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi
Fighi Al-lmam Ahmad sebagai berikut :

ol &l boyd oo aldl byl
OF tlogalie pody o ol ooyl (e
28 Lo ly5 pield Lol wdall

syarat yang ke empat dari syarat-syarat
menikah adalah: keridaan dari kedua
belah pihak (suami dan istri), atau yang
menempati posisi mereka (wakil), karena
akad nikah tidak terjadi tanpa ada mereka,
dan keridhaan mereka seperti keridhaan
dalam jual beli.. *

Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanabilah
menuliskan dalam kitabnya Al-Inshaf fi
Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf sebagai
berikut :

5 g @ G G Lay sl
9.:‘2?31 B9 A }?! o o Lals

) g SEGY 5 ol sl
Al Inshaf: Syarat yang kedua adalah:
Keridhaan laki-laki dan perempuan
tersebut. Jika keduanya tidak ridha atau
salah satunya tidak ridha maka nikahnya
tidak sah kecuali dari segi bapak. la
berhak menikahkan anaknya yang masih

kecil, atau anak perempuan gadisnya,
ataupun jika anaknya gila.*

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanabilah

31 Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Kafi fi
Fighi Al-Imam Ahmad, Beirut: al-Maktab al-Islami,
1990, cet ke-1, jilid 3 hal. 18

%2 Alauddin Ali bin Sualiman Al-Mardawi, Al-
Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf, Kairo:
Hajr Li al-Thiba"ah, 1995, Cet ke-1, jilid 8 hal. 52
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menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-
Qinna’ sebagai berikut :

R P ER PSR L R -A ]
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Syarat kedua dari syarat nikah adalah
keridha'an kedua belah pihak atau yang
menempati posisi mereka, maka apabila
keduanya belum saling ridha, atau salah
satu dari keduanya tidak ridha, maka
pernikahan tidak sah, karena akad adalah
milik calon suami dan calon istri, dan
dianggap keridha'an nmereka seperti
keridha'an dalam akad jual beli.. *

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Dzhahiriyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil
Atsar sebagai berikut :

U Lal Z&1 g shl1 ol allial
Loy LdISG 31 5985 3 a5 316
8 LS s 3l % 25 Lalin, 45 Jipad
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Semua janda jika ingin dinikahkan maka
harus melalui izinnya dan ridhanya yang
diketahui lewat ucapan vyang biasa
dianggap kalau hal tersebut adalah
ridhanya. Namun perawan idzinnya dalam
menikahkannya hanya lewat diamnya, jika
ia diam maka ia dinikahkan, namun jika ia

¥ Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna’, jilid 5 hal. 42
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mengatakan ridha atau tidak ridha maka
ia tidak dapat dinikahkan. **

c. Hak Jima’

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah
menuliskan dalam kitabnya Badai' al-
Shanai* fi Tartibi al-Syarai’ sebagai
berikut:

d> ¥ teloglly Loy cdllas o A g3l
aidl 13)g dd> 4 Ld> of LS Las L
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Seorang istri berhak untuk meminta jima’
kepada suaminya, karena pelayanan
seksual merupakan hak istri sebagaimana
itu juga menjadi hak suami, dan apabila
sang istri memintanya maka wajib bagi
suaminya untuk memenuhinya, dan Hukum
wajib baginya hanyalah sekali saja,
sebagaimana Allah telah menjelaskan
bahwa hal tersebut merupakan bagian dari
tata cara saling mempergauli dengan baik
dan untuk kelanggengan pernikahan. Dan
menurut sebagian ulama Hanafiyah tidak
wajib.*®
Ibnu Juzai al-Kalbi (w. 741 H),
salah satu ulama di kalangan mazhab

Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-
Qawanin al-Fighiyah sebagai berikut :

3 Ali bin Ahmad bin Hazm, Al-Muhalla bil Atsar,
Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 9 hal. 57

% Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-
Syarai', jilid 2 hal. 331

Al 13] Blpell Jodl e ity gle!
ydadl
Jima hukumnya wajib bagi suami terhadap

istrinya jika suaminya tidak punya udzur
untuk menolak.*

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H),
salah satu ulama di kalangan mazhab
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya
Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib
sebagai berikut
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Jima' dan hal-hal yang terkait dengan
istimta’ hukumnya mustahab (dianjurkan)
tidak wajib, sebab hal itu berkaitan
dengan kondisi fisik dan gairah/syahwat.
Dan suami tidak selalu memilikinya. %

Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanabilah
menuliskan dalam kitabnya Al-Inshaf fi
Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf sebagai
berikut

Adapun istimta' sendiri menurut Al-Qadhi
hukumnya tidak wajib .*®

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Dzhahiriyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil
Atsar sebagai berikut :

% Muhammad bin Ahmad Juzai Al-Kalbi, Al-
Qawanin Al-Fighiyah, jilid 1 hal. 141 | Nisa

" Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah
Raudhu Ath-Thalib, Beirut: Dar al-Kutub al-
“Ilmiyyah, 2000, cet ke- 1, jilid 3 hal. 229 |

% Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih
minal Khilaf, jilid 8 hal. 13
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Wajib bagi laki-laki untuk menggauli
istrinya minimal satu kali di masa sucinya
jika ia mampu melakukannya. Bila dia

mampu tapi tidak melakukannya maka ia
berdosa.*

d. Hak Nafkah

Ibn al-Humam (w. 681 H), salah
satu ulama di kalangan mazhab Hanafiyah
menuliskan dalam kitabnya Fath al-Qadir
sebagai berikut :

Lolun L9y de dxgpl aaly aaad
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Nafkah seorang istri -muslim atau kafir-
menjadi kewajiban suaminya, jika sang
istri menyerahkan dirinya dirumah
suaminya maka wajib bagi suami untuk
memberikan nafkah, pakaian dan tempat
tinggal. *°

Ibn Nujaim (w. 970 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Bahr al-
Raig Syarah Kanz al-Dagaig sebagai
berikut :
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% |bnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 9 hal. 174
“% |bnul Humam, Fathul Qadir, jilid 4 hal. 378
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Adapun sebab wajibnya nafkah seorang
istri, menurut pandangan ulama madzhab
kami adalah karena adanya hak untuk
memerintahkan istri tetap tinggal dirumah
suaminya itu selama meraka berada dalam
ikatan pernikahan.**

An-Nafarawi (w. 1126 H), salah
satu ulama di kalangan mazhab Malikiyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Fawakih
Ad-Dawani sebagai berikut :
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Jadi, bahwa seorang istri yang belum
dukhul dengan suaminya ia berhak
mendapat nafkah dengan syarat jika
suaminya sudah baligh dan mampu,
walaupun si istri tidak mampu dukhul
karena ia masih kecil atau ia mempunyai
penyakit. Namun jika ia belum dukhul
maka ia tetap berhak mendapat nafkah jika
suaminya mengajaknya dukhul sedang si
istri mampu dan suami sudah baligh.

# Zainuddin bin Nujaim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah
Kanzu Ad-Dagaiq, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt, jilid
4 hal. 188
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Bukan karena ketidakmampuan istri yang
disebabkan usianya masih kecil atau
terdapat penyakit pada dirinya. Dapat
disimpulkan bahwa seorang istri yang
sudah dukhul berhak mendapat nafkah
dengan dua syarat: Suami yang baligh dan
mampu. Sedangkan istri yang belum
dukhul berhak mendapat nafkah dengan
empat syarat: suami yang baligh,
kemampuan istri, ajakan suami untuk
dukhul, dan suami mampu. Yang dimaksud
dengan kemampuan disini adalah tidak
adanya hal yang menghalangi istri untuk
dijima’.*?

Al-Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H),
salah satu ulama di kalangan mazhab
Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-
Umm sebagai berikut :

e Jgsull e (P gites ol 1S il o
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Seorang perawan berhak mendapatkan
nafkah dari suaminya apabila tidak ada
penghalang terjadinya dukhul,
sebagaimana ia berhak mendapatkan
nafkah setelah dukhul.*®

Abul Khatab Al-Kalwadzani (w.
510 H), salah satu ulama di kalangan
mazhab Hanabilah menuliskan dalam
kitabnya Al-Hidayah ‘ala Madzhabi Al-
Imam Ahmad sebagai berikut :

cddy 13 Loy e Aol as s

2 Ahmad bin Ghanin Syihabuddin An-Nafarawi,
Al-Fawakih Ad-Dawani Ala Risalah Ibnu Abi Zaid
al-Qarawani, Beirut: Dar al-Fikr, tt, jilid 2 hal. 23
* Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm,
Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, jilid 5 hal. 96
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Seorang istri berhak mendapat nafkah dari
suamiya jika ia  sungguh-sungguh
menyerahkan dirinya untuk suaminya, dan
istri termasuk perempuan yang bisa
dijima’ baik suaminya sudah dewasa dan
bisa melakukan jima’, ataupun suami
tersebut budak, atau gila, atau masih kecil

dan tidak bisa melakukan jima 4

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Dzhahiriyah
menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil
Atsar sebagai berikut :

G o whal o dall ity il
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Dan seorang suami wajib menafkahi istri
semenjak akad nikah terjadi, baik istrinya
itu sudah diajak jima’ maupun belum (istri
masih kecil) baik istrinya nusyuz maupun
tidak, kaya maupun miskin, masih
mempunyai ayah ataupun yatim, gadis

maupun janda, merdeka maupun budak,
sesuai kadar harta si suami.*®

e. Hak Mahar
Al-Babarty (w. 786 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanafiyah

“ Mahmud bin Ahmad Abul Khatab Al-
Kalwadzani , Al-Hidayah 'ala Madzhabi Al-Imam
Ahmad, Kairoh: Muassasah Gharras, 2004, Cet ke-
1jilid 0 hal. 496

** |bnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 9 hal. 249
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menuliskan dalam kitabnya Al-'inayah
Syarhul Hidayah sebagai berikut :
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Mahar adalah sejumlah harta yang
diwajibkan kepada suami dalam suatu
akad nikah sebagai imbalan halalnya

jima', baik dengan sebab penyebutan
mahar atau karena adannya akad .*

Ash-Shawi (w. 1241 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Malikiyah
menuliskan dalam kitabnya Hasyiatu Ash-
Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir sebagai
berikut :
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Shadag, disebut juga mahar yaitu sesuatu

yang diberikan pada istri sebagai bentuk
imbalan istimta..*’

Al-Malibari (w. 987 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Syafi'iyyah
menuliskan dalam kitabnya Fathul Mu'in
sebagai berikut :
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Sesuatu yang wajib diberikan sebab

adanya pernikahan atau jima’. *®

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu
ulama di kalangan mazhab Hanabilah

% Muhammad bin Muhammad Al-Babarty, Al-
'inayah Syarhul Hidayah, Beirut: Dar al-Fikr, tt,
jilid 3 hal. 316

" Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi, Hasyiatu
Ash-Shawi Ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir, Kairoh:
Dar al-Ma’arif, tt, jilid 2 hal. 428

8 Al-Malibari, Fathul Mu'in, jilid 0 hal. 485

624 | Hak-hak Wanita dalam Figih Islam ...

menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-
Qinna’' sebagai berikut :

oSl

Pengertian As-Shadag adalah pemberian
dalam pernikahan baik itu disebutkan
pada saat akad atau sesudahnya dengan
ridha dari keduanya ataupun dari hakim.

f. Hak Waris

Taqgiyuddin al-Husaini salah satu
ulama mazhab Syafi'iyah dalam kitabnyua
Kifayatul Akhyar: 1/26 menerangkan:
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“Ahli waris dari kalangan wanita ada 7

orang, yaitu: anak, cucu wanita dari anak
laki-laki sampai berjumlah 7 orang yang
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disebut secara ringkas. Sebenarnya jika
dirinci, ahli waris wanita itu berjumlah 10
orang: anak wanita, cucu wanita dari anak
laki-laki sampai ke bawah, ibu, nenek dari
bapak dan nenek dari ibu terus ke atas,
saudari kandung, saudari sebapak, saudari
seibu, istri dan .. Semua orang ini adalah
ahli waris menurut ijma ulama. Jika
mereka semua ada sebagai ahli waris,
maka hanya ada 5 orang yang saat itu
berhak mendapatkannya, yaitu: istri, anak
wanita, cucu wanita dari anak laki-laki,
ibu dan saudari kandung. Jika mungkin
semua laki-laki dan wanita ini ada sebagai
ahli waris, maka hanya kedua orang tua,
anak laki-laki dan anak wanita dan suami
atau istri. Dalil apa yang kami sudah
sebutkan ini adalah ijma ulama dan nash-
nash yang akan datang.”*

Al-Hajjawi salah seorang ulama
dalam mazhab Hanbaliah dalam kitabnya
al-lgna’ li Tholib al-Intifa” menjelaskan:
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Ahli waris yang diijmakan dari kalangan
wanita ada 7, yaitu: anak wanita, cucu

wanita dari anak laki-laki dan seterusnyta,
ibu, nenek, saudari, istri dan

g. Hak Baiat

Baiat pada asalnya sebuah
perjanjian atau kesepakatan yang wajib
dipenuhi. Akan tetapi baiat dalah
pengertian figih adalah perjanjian untuk
mentaati pemimpin negeri atau wilayah.

* Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayat al-
Akhyar Fi Halli Ghayat al-lkhtishar, Beirut:
Muassasah al-Risalah, 2000, cet ke-1, hal. 2/26

Ibnu Khaldun mengatakan dalam
kitabnya, Al Muqadimah,”Bai’at ialah janji
untuk taat. Seakan-akan orang Yyang
berbai’at itu berjanji kepada pemimpinnya
untuk menyerahkan kepadanya segala
kebijaksanaan tentang urusan dirinya dan
urusan kaum muslimin, sedikitpun tanpa
menentangnya; serta taat kepada perintah
pimpinan yang dibebankan kepadanya,
suka maupun tidak.”

Shiddiq Hasan Khan (wafat:1307
H) dalam bukunya °‘Iklil al karamah’
hal:26 mengatakan: Ketahuilah bahwa
bai’at adalah berjanji untuk taat, seolah-
olah seorang yang berbai’at berjanji
kepada pimpinannya untuk menyerahkan
kepadanya urusan dirinya dan urusan kaum
muslimin untuk tidak menentangnya pada
masalah apapun dalam urusan itu serta
mentaatinya pada apa yang ia bebankan
kepadanya dari perintahnya baik dalam
keadaan suka atau duka.

Dulu jika mereka berbaiat kepada
pimpinan dan mengikat janjinya mereka
meletakkan tangan di atas tangan
pimpinannya untuk menekankan janji itu,
sehingga dengan itu mereka menyerupai
perbuatan penjual bersama pembelinya
maka dinamailah Bai’at. Bentuk mashdar
dari kata ( gL ) -yang berarti menjual-
sehingga jadilah kata bai’at berarti berjabat
tangan.

Bai’at secara bahasa berasal dari
kata  Zajus-st yang bermakna saling
mengikat janji. Disebut mubaya’ah karena
diserupakan seperti dua orang yang saling
menukar harta, di mana salah satunya
menjual hartanya kepada yang lain. (Lihat
Lisanul ‘Arab 8/26, ‘Umdatul Qari 1/154,
Tajul ‘Arus 20/370)

Adapun secara istilah, diterangkan
oleh Badruddin Al-’Aini: “Seorang imam
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mengikat perjanjian (untuk taat) terhadap
apa yang dia perintahkan kepada manusia.”
(‘Umdatul Qari, 1/154)

"Aisyah rda berkata:
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“Demi Alloh, tangan Rasulullah saw tidak
pernah  menyentuh  tangan  wanita
sedikitpun. Beliau saw memberlakukan
baiat dengan ucapan”. (Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim)®

An-Nawawi rhm berkata tentang
hadis ini:

. asS

“Di dalam nya ada kandungan bahwa baiat
wanita itu dengan ucapan tanpa diambil
dengan berjabatan tangan.

C. PENUTUP

Figih Islam telah memberikan
gambaran terperinci tentang hak-hak
wanita di seluruh sisi kehidupannya, baik
hak umum maupun khusus. Hak-hak yang
banyak dibahas dalam figih Islam adalah
hak-hak yang terkait dengan hukum,
karena memang di sinilah ranah figih
Islam. Hak-hak wanita yang banyak
dibahas dalam Figih Islam antara lain:

1. Hak Sholat berjamaah

2. Hak Menentukan Pilihan
Pendamping

3. Hak Mahar

50
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Hak Nafkah

Waris

Hak Jual Beli atau Bisnis
Hak Baiat

No g ks

Semua hak ini menggambarkan
semua bab dalam masalah hukum yang
melekat dalam kehidupan wanita, baik di
bidang publik, bidan ibadah maupun di
bidang rumah tangga dan keuangan.
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